BAB IV
ANALISIS KETENTUAN BAGI HASIL SYIRKAH MENURUT IMAM
SYAFIi TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA
PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO

CABANG BANDUNG

4.1. Ketentuan Bagi Hasil Usaha dengan Akad Syirkah menurut Imam
Syafii
Akad syirkah dalam dimensi pemikiran_Imam Syafi’i merupakan bentuk
perkongsian usaha yang'lazim dilakukan pada‘masa’awa pemerintahan khilafah
Bani Abbasiyah. I'mam Syafi’i_berpendapat_dalam KitabsAl-Umm, bahwa yang

dimaksud dengan.syirkah atau musyarakah adalah sebagai berikut :

s sl G SR e Ske :t}fzﬂ disjall g sy
79 2 Al GL;M_;/‘.Z/?”:./

“Syirkah menurut istilah syara’ merupakan suatu ungkapan mengenai
tetapnya hak atas suatd barang bagi dua,orang.atau lebih secara bersama-
sama”.80

Pada masa Imam Syafi’i tersebut, bentuk kerja sama bisnis atau
perkongsian yang menggunakan akad syirkah umumnya menggunakan sistem
syirkah inan. Syirkah (Perseroan) inan pada masa tersebut merupakan bentuk
perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau

kerja. Hasil kerjasamaitu kemudian dibagi sesuai perjanjian.

7 Muhammad Asy Sydfi'i, Al Um Jilid IV, Darul Fiqgir, Beirut t.th,, Him. 312.
8Rifai Fauzi, TerjemahanAl Um Jilid IV,Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, HIm. 312.
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Perseroan atau perkongsian dagang pada masa Imam Syafi’i ini tidak
disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sgjenis. Hanya sgja,
kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal
dapat melebur jadi satu. Imam Syafi’i lebih menekankan pada percampuran harta
yang terjadi dalam perseroan tersebut, sehingga masing-masing pihak yang
terlibat dalam akad syirkah tidak dibedakan satu sama lainnya. Menurut analisa
penulis, pencampuran itu dimaksudkan agar menghindari kecemburuan dan
peluang adanya praktekKecurangan dalam pembagian keuntungan. Adanya
penggabungan harta atau medal’ dalam/perseroan tersebut tidak selalu sama
jumlahnya. Boleh satu prhiaksmemiliki modal Tebih bésar dari pihak yang lain. Hal
ini sebagaimana_dengan ketentuan dalam._syirkah iman_yang dibolehkan Imam
Sydfi’i, dimana.ketntungan dibagi dua sesual presentase=yang telah disepakati
maupun Kerugiannya sesuai dengan kaidah:

GG | e saoghy b b e 23
Artinya: “Keuntungaidibagi sesual kesepakatan danyKerugian ditanggung sesuai
dengan modal masing-masingj &}

Menurut Imam Syafi’i, akad syirkah terdapat dua macam, yaitu sebagai
berikut® .

1. SyirkahAl-'Inan: yakni persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan.
Y aitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki
bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi

keuntungan bersama. Jadi modal berasa dari mereka semua, usaha juga

811bid, Op-Cit HIm. 27.
82Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Jilid 1V, Darul Figr, Libanon, t.th, HIm 314.
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dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula
bersama.

2. Syirkah Al-Mufawadhah: yakni setigp kerjasama di mana masing-masing
pihak yang beralianss memiliki modal, usaha dan utang piutang yang sama,
dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Akan tetapi Imam Syafi'i
melarang bentuk aplikasi dari Syirkah Al-Mufawadhah, yakni ketika dua orang
melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan
kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Pelarangan ini
dinisbatkan pada alasan konsep hak kepemilikan harta dalam Islam yang tidak
boleh bercampurstanpasadanya akad kepindahan hak kepemilikan tersebut
seperti dengan “jual-beli,_sewa-menyewa, pinjaman_yang syar‘i; hibah dan
hadiah; berburu; dan lain sebagainya.®

Dalam aplikasinya, pembagian syirkah dari dua jenis syirkah menurut

Imam Syafi’'i di atas memiliki dimensi perbedsan. Dari analisa penulis,

pembagian keuntungan,dalam syirkah inan, hal inidititik-beratkan pada prinsip

proporsional modal para‘pihaksyang melakukan akad. Sedangkan untuk syirkatul
muwafadhah, pada prinsipnya Imam-Syafi’'i tetap menitik-beratkan pada masalah
penyimpanan modal dari masing-masing pihak yang menjadi dasar pembagian
keuntungan hasi| usaha yang dijalankan melalui akad syirkah tersebut.

Imam Syafi'i melarang praktek syirkah muwafadhah manakala ada
ketentuan moda yang digabungkan dari pihak-pihak yang melakukan akad
syirkah kemudian dilebur menjadi satu. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari

kesepakatan tersebut mengakibatkan pembagian hasil usaha atau penanggungan

8Muhammad Masrur, Harta dan kempemilikan Dalam Islam, Tazkia WordPress, Jakarta, 2010,
Him. 23.
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beban kerugian yang ditimbulkan dibagi rata. Hal ini apabila dianalogikan, sama
halnya dengan pelarangan praktek arisan di mana para peserta arisan
mengumpulkan dana dengan nomina yang sama kemudian dana tersebut dapat
digunakan peserta arisan sesua gilirannya. Imam Syafi'i melarang praktek
syirkah seperti ini karena masalah kepemindahan hak milik antara pihak-pihak
dalam akad syirkah yang belum jelas. Sehingga akibat status ketidak-jelasan
kepemilikan modal tersebut, maka dana tersebut dilarang untuk digunakan dalam
kegiatan usaha atau investasi.

Berdasarkan uraian di=atas, makal dapat dikatakan bahwa bentuk akad
syirkah menurut imam “Syafi’l adalah penggabungan harta atau modal untuk
kegiatan usaha tertentu dengan porsi modal yang jelas dari- masing-masing pihak.
Keuntungan bagi.hasi| dihitung secara proposional menurgt-modal masing-masing
pihak yang melakukan akad Syirkah. Imam Syafi’i melarang adanya praktek
pencampuran harta, karena hal ini akan berimplikas terhadap pembagian
keuntungan hasil kegiatan usaha dalam syirkah tersebut yang tidak proporsional
dan cenderung terindikasi gharar atau adanya ketidak-jelasan status kepemilikan
harta.

Dari beberapa penjelasan mengenal ketentuan pembagian bagi hasil usaha
dari akad syirkah menurut Imam Syafi’i, maka penulis menganalisa dan menilai
ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad bisnis dalam akad syirkah menurut ketentuan Imam
Syafi’i sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan
objek usaha. Masing-masing memberikan konstribusi modal dan keduanya

sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam tatanan teknis pada akad
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syirkahini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqgdd); sedangkan
barang (‘urddh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal
syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Adanya
ketentuan seperti ini, menurut pandangan penulis dapat memudahkan para
pihak yang melakukan akad syirkah dalam pembagian nisbah bagi hasil usaha,
karena apabila barang dijadikan moda tentu akan menyulitkan dalam
pembagian yang disandarkan pada nilai dan nominal uang. Pada dasarnya,
ketentuan keuntungan-dalam kegiatan bisnis yang menggunakan akad syirkah
didasarkan pada kesepakatan,  sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-
masing mitra usaha (syarik) berdasarkan persi medal. Jika, misalnya, masing-
masing imodalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar
50%. Menukut_penilaian penulis, hal ini dilakukan untuksmenghindari adanya
ketidak-adilan dalam kegiatan bisnis dan lebih mendekatkan pada ketagwaan
sesual dengan tujuan ber-muamalah dalam lingkup gjaran Islam.

2. Apabila kegiatansbisnis mengalami kerugian, maka pembagian beban kerugian
tersebut didesarkan-aias besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan
atas kesepakatan mereka (pihak-pHagk yang bersyirkah).

Berdasarkan keterangan uraian analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa
pembagian hasil usaha maupun kerugian yang dialami pihak-pihak yang terlibat
akad syirkah menurut Imam Syafi’i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi
dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi
keuntungan dan kerugian secara sama sesuai porsi modal. Syirkah menurut Imam
Syafi’i merupakan syirkah komprehensif yang dalam akad syirkahitu semua

anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti ‘inan,
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abdan dan wujuh. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak
untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama
tersebut, seperti jua beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima

tenaga kerja, dan sgjenisnya.

4.2. Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha pada Pembiayaan dengan Akad
Musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung

Sebagaimana yang telah dijelaskan sistem akad syirkah di BMT
Beringharjo Cabang Bandung-pada bab sebelumnya yaitu pembiayaan kerjasama
antara pihak BMT Berimgharjo dengan mitra“usaha dan atau pihak lain untuk
melakukan 'kegiataan ~ suatu_usaha_tertentu, di manas=masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keantungan dan resiko akan
ditanggung bersama sesual kesepakatan. Dengan demikian, akad syirkah yang
diberlakukan di BMT Beringharjo merupakan akad musyarakah yang tercipta
dengan kesepakatan:dua orang atau lebih setuju bahwatiap pihak yang terlibat
dadam akad ‘memberikan moda musyarakahden berbagi keuntungan dan
kerugian. Pada ketentuan umum musyarakah di BMT Beringharjo ini semua
modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-
sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha
yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan mengenar modal dalam
pembiayaan musyarakah yang digunakan pada BMT Beringharjo Cabang

Bandung, yaitu :
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1)

2)

3)

Modal dalam musyarakah adalah moda yang berasal dari dua pihak yaitu
mitra usaha dan BMT. Masing-masing pihak saling memberikan kontribusi
modal nya masing-masing.

Sebelum menyepakati pemberian modal musyarakah, masing-masing pihak
menyepakati terlebih dahulu besarnya modal yang akan diberikan masing-
masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, atau 30:70. Penentuan besarnya modal
ini ditentukan terlebih dahulu oleh mitra usaha yang mengajukan permohonan
besarnya modal. Setelah itu BMT akan menganalisis besar modal yang
digjukan oleh mitra usaha- apakah layak atau tidak. Layak atau tidaknya
pembiayaan itus tergantung dari kémamptian mitra usaha daam
mengembalikarwmodalnya ke BMT, yaitu. dari ‘perkiraan pendapatan usaha
yang ‘akan..dijdankan. Jka pembiayaan itu layaks maka BMT akan
memberikan_modal pembiayaan itu sesuai dengan presentase yang telah
disepakati di awal. Sejak awal, penentuan besarnya modal ini harus benar
karena besarnyasmedal di awal akan menentukan pada besarnya keuntungan
yang akan ‘didapatkan’ masing-masing pihaksdi akhir perjanjian. Besarnya
modal masing-masing pihak tertuang dengan jelas dalam akad.

Modal dari para pihak boleh berupa uang atau barang. Selama ini modal yang
berasal dari BMT adalah berupa uang dan modal dari mitra usaha berupa
barang seperti mesin, tanah atau bangunan dan sebagainya, dan barang-barang
tersebut disetarakan terlebih dahulu nilainya dengan nilai uang. Mengenai
modal yang dimiliki oleh mitra usaha, BMT akan melihat dan mengontrol

kondisi barang-barang tersebut.
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4) Di awa akad ditentukan terlebih dahulu mengena nisbah bagi hasil, jangka
waktu pengembalian modal, dan besarnya biaya-biaya yang harus dibayar
mitra usaha seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya materai.
Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan besarnya kontribusi modal masing-
masing, atau para pihak boleh mengajukan besarnya nisbah bagi hasil itu
sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Jangka waktu pengembalian modal
mitra usaha kepada BMT satu (1) atau tiga (3) tahun. Jika sampai satu (1)
atau tiga (3) tahun mitra usaha belum bisa mengembalikan modal pada BMT
maka mitra usaha bisa mengajukan perpanjangan pengembalian pembiayaan.
BMT akan memberikan perpanjangan pengembalian kepada mitra usaha
sampal tujuh (7). kali, jika.sampal_ tujuh (7) kal*perpanjangan mitra usaha
belum dapat._mengembalikan maka sebagai jaanw akhir BMT akan
menggunakan jaminan sebaga alat pembayaran dengan-terlebih dahulu BMT
menginformasikan dan meminta persetujuan dari mitra usaha. Menurut
penilaian penulis, ‘adanya pembebanan biaya administras yang dikenakan
kepada pihak mitra’usaha, mencerminkan“adanya pelaksanaan nilai-nilai
keadilan. Pembebanan biaya'yang-dikenakan pada mitra usaha tersebut karena
di sis lain, pihak BMT yang bertanggung-jawab dalam menyediakan segaa
bentuk dokumentasi akad syirkah yang dilakukan bersama-sama. Kemudian
pembagian nisbah bagi hasil usaha yang disandarkan pada pors modal
masing-masing merupakan sistem bagi hasil yang memang sudah lazim
dilakukan pada setiap akad syirkah.

5) Moda pembiayaan musyarakah merupakan moda bersama, sehingga modal

tersebut harus dijaga oleh kedua pihak. Para pihak memiliki hak dan
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kewgjiban terhadap modal tersebut. Para pihak tidak boleh menggunakan
modal tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali untuk kebutuhan usaha, dan
para pihak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan yang sangat
mendesak dengan syarat ada izin dari pihak yang lain. Dengan demikian,
dalam pembiayaan musyarakah mengenai modal terdapat adanya transparansi
dari mitra usaha ataupun dari BMT.

6) Mitra usaha boleh melakukan pembayaran pembiayaan secara berangsur
setiap bulan atau sekaligus di akhir jatuh~tempo. Tapi selama ini untuk
memudahkan mitra usaha=melakukan pembayaran, jika mitra usaha tidak
datang sendiri ke, BMT maka BMT selau'datang'ke tempat mitra usaha untuk
mel akukan penagi han.

7) Jika usaha yang dijalankan mitra usaha mengalami kerugian maka BMT akan
menganalisis._penyebab kerugian itu. Jika kerugian-itu disebabkan oleh
kelalaian mitra usaha maka kerugian ditanggung oleh mitra usaha tetapi jika
kerugian itu disebabkan faktor lain di luar kelktiasaan nasabah maka BMT

akan memberikan kefinganan kepada mitra Usahia

4.3. Analisis Imam Syafii terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha dengan
Akad Musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung

Pada bagian ini penulis akan menguraikan analisa ketentuan akad syirkah

dan ketentuan bagi hasil dari akad syirkah di BMT Beringharjo ditinjau dari

perspektif ketentuan syirkah menurut Imam Syafi’i. Dari hasil pendlitian di

lapangan terkait pelaksanaan akad syirkah di BMT Beringharjo dan pembahasan
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ketentuan syirkah menurut Imam Syafi’i, maka poin-poin analisa dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Moda dalam akad musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung adal ah
modal yang berasal dari dua pihak yaitu mitra usaha dan BMT Beringharjo.
Artinya, permodalan dari kegiatan bisnis atau usaha melalui akad syirkah di
BMT Beringharjo menunjukkan bahwa masing-masing pihak saling
memberikan kontribusi modalnya masing-masing. Ha ini sgaan dengan
ketentuan syirkah yang dibenarkan oleh Imam Syafi’i dan praktek syirkah
yang lazim dilakukan pada zaman Imam Syafi’i. Sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnyahahwa praktek perkongsian atau penggabungan usaha
pada zaman “tmam Syafi'i, mewajibkan tiaptigp: pihak yang terlibat
perkangsi an.tersebut harus menyertakan modal investasinya masing-masing.
Hal ini dilakukan karena keuntungan dari kegiatan-perkongsian tersebut
dilandaskan pada porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Begitu pula
yang terjadi di® BMT Beringharjo dimana medal. merupakan unsur yang
penting bahkan menjadi salah satu syarat;adanya akad syirkah tersebut.

2.  Sebelum akad ditakukan, pthak®BMT Bringharjo dan mitra usaha atau pihak
lain yang terlibat akad syirkah dapat melakukan negosiasi porsi modal yang
akan ditanam. Kemudian apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad akan
dilakukan secara notaril. Pada proses mekanismenya, penentuan besarnya
modal ini ditentukan terlebih dahulu oleh mitra usaha yang mengajukan
permohonan besarnya modal. Setelah itu mangjemen BMT Beringharjo akan
menganalisis besar modal yang digjukan oleh mitra usaha apakah layak atau

tidak. Layak atau tidaknya pembiayaan itu tergantung dari kemampuan mitra
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usaha dalam mengembalikan modalnya ke BMT Beringharjo, yaitu dari
perkiraan pendapatan usaha yang akan dijalankan. Jika pembiayaan itu layak
maka BMT akan memberikan modal pembiayaan itu sesuai dengan
presentase yang telah disepakati di awal. Sgak awal, penentuan besarnya
modal ini harus benar karena besarnya modal di awal akan menentukan pada
besarnya keuntungan yang akan didapatkan masing-masing pihak di akhir
perjanjian. Besarnya modal masing-masing pihak tertuang dengan jelas
daam akad. Dari ketentuan bagi hasil Syirkah menurut Imam Syafi’i
penentuan bagi hasil sesuai dengan penanaman moda di awa akad syirkah
sah dilakukan berdasarkan ketentuan syirkah jnan yang dibolehkan Imam
Syafi’ 1:Syirkahwinan menurut_lmam._Syafi’i merupakan bentuk perjanjian
antara dua.orang atau lebih untuk berserikat dalam™harta (modal) atau kerja.
Hasi| kerja samaitu kemudian dibagi sesual porsi modal berdasarkan kaidah :
G 8 e sy bt b Je mi
Artinya. “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung
sesual dengan modal masing‘masihg” !
Modal dari para pihak boleh berupa uang atau barang. Selama ini modal yang
berasal dari BMT Bringharjo adalah berupa uang dan modal dari mitra usaha
berupa barang seperti mesin, tanah atau bangunan dan sebagainya, dan
barang-barang tersebut disetarakan terlebih dahulu nilainya dengan nilai
uang. Mengenai modal yang dimiliki oleh mitra usaha, BMT akan melihat
dan mengontrol kondisi barang-barang tersebut. Hal ini sgjalan dengan
ketentuan syirkah inan yang dibenarkan oleh Imam Syafi’i. Dalam ketentuan

syirkah inan menurut Imam Syafi’i, disyaratkan modalnya boleh berupa uang
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(nuqgdd); sedangkan barang (‘ urdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh
dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat
akad.

Ketentuan di awa akad yang diberlakukan oleh pihak BMT Beringharjo
yaitu ditentukan terlebih dahulu mengena nisbah bagi hasil, jangka waktu
pengembalian modal, dan besarnya biaya-biaya yang harus dibayar mitra
usaha seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya materai. Besarnya
nisbah bagi hasil sesuai dengan besarnya kontribus modal masing-masing,
atau para pihak boleh mengajukan/besarnya nisbah bagi hasl itu sesuai
dengan kesepakatanyantar pihak. Jangka=wakty pengembalian modal mitra
usaha kepada BM T satu_(1) atau tiga (3).tahun. Jika.sampal satu (1) atau tiga
(3) tahun mitra usaha belum bisa mengembalikan™moda pada BMT maka
mitra usaha bisa mengajukan perpanjangan pengembalian pembiayaan. BMT
akan ‘memberikan perpanjangan pengembealian kepada mitra usaha sampai
tujuh (7) kali, jika'sampai tujuh (7) kali perpanjangan mitra usaha belum bisa
mengembalikan maka sebagai jalan akhir BME. akan menggunakan jaminan
sebagai alat pembayaran denganserl ebih dahulu BMT menginformasikan dan
meminta persetujuan dari mitra usaha. Secara prinsip, ha ini tidaklah
bertentangan dengan ketentuan akad syirkah menurut Imam Syafi’i.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai syirkah inan yang
dibolehkan Imam Syafi’i, justru mengena penentuan nisbah bagi hasil yang
ditentukan di awa inilah yang menjadi alasan utama Imam Syafi’i

membenarkan dan membolehkan akad syirkah inan itu sendiri.
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Modal pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo yang merupakan modal
bersama, sehingga konsekwens dari akad ini adalah modal tersebut harus
dijaga oleh kedua pihak. Para pihak memiliki hak dan kewajiban terhadap
modal tersebut. Para pihak tidak boleh menggunakan modal tersebut untuk
kepentingan pribadi kecuali untuk kebutuhan usaha, dan para pihak boleh
menggunakan modal tersebut untuk kepentingan yang sangat mendesak
dengan syarat ada izin dari pihak yang lain. Dengan demikian, dalam
pembiayaan musyarakah mengenai modal terdapat adanya transparansi dari
mitra usaha ataupun dari,BMT. Esens syirkah menurut Imam Syafi’i adalah
bentuk kerjasama bisnis yang dikelola bersama-sama agar terjalin adanya
kesefahaman dan harmonisasi. Hikmah _adanya“akadsbisnis melalui syirkah
ini memungkinkan para pihak yang terlibat dapat menjalin silaturahim dan
menyambung persaudaraan yang sangat dianjurkan oleh-fmam Syafi’i. Dalam
riwayat sejarah Imam Syafi'i, beliau senantiasa orang yang menebar salam,
sehingga Sang khalifah mengangkat Imam Syafi'i menjadi orang yang besar.
Dengan demikian,.akad syirkah yang diprakteken di BMT Beringharjo dapat
mendorong sesorang berbuat jujur dan tidak curang dalam melakukan
kegiatan bisnis, dan hal ini sgalan dengan hikmah adanya akad syirkah
dalam berbisnis menurut Imam Syafi’i.

Jika usaha yang dijalankan mitra usaha mengalami kerugian maka pihak
BMT Beringharjo akan menganalisis penyebab kerugian itu. Jika kerugian itu
disebabkan oleh kelalaian mitra usaha maka kerugian ditanggung oleh mitra
usaha tetapi jika kerugian itu disebabkan faktor lain di luar kekuasaan

nasabah maka BMT akan memberikan keringanan kepada mitra usaha.Dalam
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hal ini, terdapat pandangan yang tidak segjalan dengan ketentuan syirkah
menurut Imam Syafi’'i. Diantaranya adalah adanya ketentuan pembebanan
kerugian usaha dari akad syirkah yang dibebankan kepada pihak mitra usaha
secara sepihak oleh managjemen BMT Beringharjo. Menurut Imam Syafi’i,
jelas bahwa dalam akad syirkah inan pada prinsipnya nisbah bagi hasil
disandarkan pada porss modal yang ditanam, artinya dalam hal kerugian
maka beban kerugian ditanggung beramasama. Pihak BMT Beringharjo
yang melakukan analisa kerugian sebagaimana yang diuraikan di atas, akan
terjebak pada pemahaman-yang subjektif_mengena penyebab kerugian itu
sendiri. Ha inigtemtu™akan menimbulkan peltiang terjadinya kecurangan
dalam pembagian beban kerugian.

Berdasarkan beberapa keterangan andisa di atas;mmaka secara umum
ketentuan pembagian nisbah bagi hasil usaha dalam_dkad syirkah di BMT
Beringharjo telah sesuai dengan ketentuan bagi hasil usaha dalam akad syirkah
menurut Imam Syafi'iy Hanya sgja dalam hal pembagian beban kerugian usaha
atau bisnis dari akad.syirkah tersebut, pihak 'BMT Beringharjo menganalisa
terlebih dahulu penyebabnya dan apabila menunjukkan adanya unsur kelalaian
dari pihak mitra usaha, maka beban kerugian harus ditanggung pihak mitra usaha
seluruhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, beban kerugian harus ditanggung
bersama-sama sebagaimana pembagian nisbah bagi hasil yang dibagikan secara

proporsional sesuai dengan jumlah modal yang ditanam.
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